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PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR PM. 29 TAHUN 2012 
TENTANG 

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM            
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN           

KEMENTERIAN PERHUBUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian telah diatur setiap 
pegawai negeri sipil diangkat dalam jabatan dan 
pangkat tertentu;  

b. bahwa berdasarkan hasil analisis jabatan, maka 
seluruh unit kerja eselon I, eselon II, dan unit 
pelaksana teknis telah ditetapkan peta jabatan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan 
tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional 
Umum Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan 
Kementerian Perhubungan; 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
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Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 
tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, 
dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 164); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian 
Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 92 Tahun 2011; 

5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 63 
Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang dan 
Pemberian Kuasa Bidang Kepegawaian di 
Lingkungan Departemen Perhubungan; 

6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 60 
Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Perhubungan; 

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 101 
Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis 
dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Kementerian 
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 928); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan   : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG 

PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL 
UMUM BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN 
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN. 
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